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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Menurut pengamatan dengan dipaparkan masalah-masalah serta 

problematika mengenai judul “Kajian terhadap anak yang melakukan 

penyalahgunaan narkotika” maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dasar pertimbangan putusan hakim yang berupa rehabilitasi terhadap anak 

yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu harus dengan adanya 

laporan penelitian dari BAPAS (Balai Kemasyarakatan) mengenai anak 

tersebut serta copy rekam medis dari anak tersebut yang dikeluarkan oleh 

Rumah Sakit kecanduan obat yang melakukan perawatan dan rehabilitasinya. 

Apabila tidak ada copy rekam medis dan laporan penelitian dari BAPAS 

(Balai Kemasyarakatan) maka si anak akan dijatuhi pidana penjara oleh 

hakim karena tidak ada bukti bahwa anak itu merupakan penyalahguna 

narkotika.  

2. Kendala yang dihadapi adalah surat tersebut yaitu copy rekam medis dan 

laporan penelitian dari Balai Kemasyarakatan tidak mudah didapat. Rekam 

medis hanya diperoleh jika orang tua atau wali sebelumnya pernah 

merawatkan anaknya dalam rehabilitasi narkotika namun faktor yang 

dominan bawa orang tua kadang enggan membawa anak ke pengobatan dan 

rehabilitasi dikarenakan masalah biaya yang tidak sedikit yang dikeluarkan 

orang tua dalam pengobatan atau rehabilitasi si anak. BAPAS (Balai 
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Kemasyarakatan) berperan dalam pelaporan dan identifikasi anak, pada saat 

proses peradilan maka dapat diajukan sebagai alat bukti, namun dalam 

kenyataannya kendala yang ada bahwa anak penyalahguna narkotika adalah 

anak terlantar, anak yang tinggalnya terpencil, dan anak yang sudah terlebih 

dulu berada di penjara. 

 

B. Saran  

penulis untuk masalah-masalah dan problematika mengenai judul “Kajian 

terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika” yaitu : 

1. Peran serta dari pemerintah dengan cara sosialisasi, pengenalan akan 

rehabilitasi narkotika dan pentingnya keterlibatan Balai kemasyarakatan 

dalam kasus narkotika terhadap anak merupakan cara agar warga masyarakat 

dapat memahami, serta dapat menanggulangi anak dalam penyalahgunaan 

narkotika. 

2. Rehabilitasi narkotika khususnya anak sebagai penyalahguna narkotika harus 

mulai dilindungi, jika tidak ada copy rekam medis ataupun laporan dari Balai 

Kemasyarakatan maka setidaknya anak tetap diupayakan memperoleh 

rehabilitasi dengan membuat regulasi yang menjamin hak-hak penyalahguna 

narkotika terutama anak. 
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